BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASL, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

DINAS SOSIAL TIPE A KEBUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BIJPATI KEPULAUAN SANGIHE

bahwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaien Kepulauan Sangihe,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Sosial Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;

1:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822):

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor
5234

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negare (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3494);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kal
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahui 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Nzgara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagsimana telah
di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri  Sipill Dalam Jabatan
Strukioural [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nemor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Womor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraluran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubshan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

. Peraturen Pemerintah Nomor 9 Tabun 2003 tentang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor €3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
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tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tabun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disipiin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
menjad: Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dzerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peratvran Daerah Kabupaten Kepuluan Sangihe Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah
Kabupaten Kabupaten Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN ;

Menectapkan : PERATUJRAN BUPATI TENTANG KEDUDUEKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FIUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
SOSIAL TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
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13.

13.

14,

15.

16.

17,

.

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Daerah adalah Kepala Deerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaltsanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dinas Daerah adalah Dinas Sosial Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar

WHATEA Negara.

- Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
11.

Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk menduduki
suatu jabatan tertentu.

Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta posisi
yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk
mencapai tujuan yang diharapkan.

Tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
organisasi yang harus dileksanakan.

Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur suatu pekerjaan
dalam Organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien.

Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik vang wajib dimiliki
oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnva, melalui kesesuaian
pendidikan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang ditempuhuya.

Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu,

Unit Pelaksana Tekais adalah Unsur Pelaksana Teknis vang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu,
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BAB I
KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Sosial
yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas vang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORCANISASI
Pa=zal 3

{1) SBusunan Organisasi Jinas Sosial terdiri atas

Kepala Dinas;

Sckretariat;

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial:

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;

Bidang Penanganan Fakir Miskin:

Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas -
a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan

m e oRaD gop

b. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian.
(3} Bidang Perlindungan cdan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, membawahi :
a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial ; dan
b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
[4) Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, membawahi :
a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Penanganan Anak dan Lanjut Usia
Terlantar serta kesetiakawanan Sosial; dan
b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Perdagangan Orang dan Penyandang
Disabilitas.
(5} Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
membawahi .
a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan
Pemberdayaan; dan
. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
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Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh
Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), avat (4) dan
ayat [5) dan masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekiretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2) huruf a dan huruf
b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b,
ayat (4) huruf a dan hurufl b, serta ayat (5) huruf a dan huruf b dipimpin oleh
Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Susunan Organisasi Dinas Sesial sebagaimana tercantum dalam lampiran

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 5

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan.

Pasal 6

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
menyelenggarakan fungsi :

.

b
&
d

1)

perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;

pelaksanaan kebijakan dinas di bidang Sosial ;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;

pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas Sosial; dan

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.
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Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat mempunyai  tugas menyelenggarakan  koordinasi  perencanaan,

pengembangan dan pembinaan pegawai, memberikan pelavanan administrasi

kepada semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan
Dinas Sosial:

penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan ketatalaksanaan administrasi
keuangan;

penyelenggaraan kegiatan penatausahaan 1imum, hukum dan kepegawaian;
pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas
Sosial;

pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial: dan

pelaksaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas :

a.
b.

menyusun rancangan Renstra dan Renja SKPD;

menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian Program, Keuangan dan
Pelaporan;

menyelenggarakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan akuntansi
Dinas;

mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran yang ada pada bagian dan
bidang-bidang di Dinas;

menyusun skala prioritas anggaran yang dibutuhkan;

meneliti kelengkapan berbagei jenis dokumen keuangan dan perbendaharaan
yang ditetapkan sesuai aturan:

melakukan verifikasi atas dokumen keuangan, perbendaharaan, menyiapkan,
mencatat, membukukan perintah pembayaran;
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melakukan verifikasi harian, berkals atas penerimaan;

melaksanakan  penyusunan laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan
keuangan dan lagoran kevangan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan
anggaran,;

memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan
tugas bawahan;

membuat laporan keuangsn semesteran dan tahunan dana APBD; dan
melaksanakan tugas lair yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas

&.
b.

menyusun rencana dan program Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian;
menguris ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi dan ketatalaksanaan
Dinas;

mengelola, memperbaiki, memelihara dan merawat perlengkapan Kantor:
melaksanakan penatalaksanaan aset. inventaris dan perlengkapan Dinas;
menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi
bantuan hukum;

menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai;

melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, promosi/penjenjangan serta
permjatuban disiplin pegawai;

meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai;

menyiapkan dan mengelola fasilitas administrasi kepegawaian dan hukum
terkait dengan tugas pokok Dinas;

mengembangkan kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang hukum
dan perundang-undangan;

memfasilitasi kebutuhan pelayanan hukum bagi aparatur Dinas terkait dengan
tanggung jawab pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait denzan tugasnya.
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Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pasal 11

Bidang Perlindungan dan .Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penylapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bicang perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 12

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Passl 11, menyelenggarakan fungsi :

a.

penviapan babhan perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di ndang
Perlindungan dan Jaminan Sosial;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial;

pemantavan, evaluasi dan pelaporan pelaksanacn kebijakan di bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan

pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinva.

Pasal 13

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai
tugas :

H.

menyusiin rencana kegiaran seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
dan Bencana Sosial sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di seksi Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di seksi perlindungan sosal
korban bencana alam;

menyiapkan bahan koordinasi seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Bencana Sosial dengan Unit/Instansi terkait;
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menyiapkan bahan penyusupan bahan norma, standar, prosedur, dan
kriteria Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan
dibidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
membimbing, membag tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan BSosial Korban
Bencana Alam dan Bencana Sosial;

melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial sesuai tugas dan kewenangannya;
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan
tugas Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
melaporkan hasil kegiatan bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
dan Bencana Sosial; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 14

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas :

£l

menyusun rencana kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan Seksi Jaminan Sosial
Keluarga;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
menyiapkan bahan koordinasi Seksi Jaminan Sosial Keluarga dengan
Unit/Instansi terkait;

menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi
Jaminan Sosial Keluarga;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan
seksi Jaminan Sosial Keluarga;

membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga
sesuai tugas dan kewenangannya;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan
tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga;

melaporkan hasil kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga kepada Kepala
Bidang; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
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Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

Bidang Pemberdaysan dan Rechabilitasi Sosial mempunyvai tugas melaksanakan

koordinasi dan pembinaan tugas pemberdayaan dan rehabilitasi vang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai fungsi :

a.

penylapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan
Rehabilitasi Sosial;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan
Rehabilitasi Scsial;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;

penyiapen bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Pemberdayaan dan Rehebilitasi Sosial;

pemantauan, cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemberdayaan dan Sosial Rehabilitasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 17

Scksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Penanganan Anak dan Lanjut Usia
Terlantar serta Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas :

.,

menyusun  rencana  kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Penanganan Anak dan Lenjut Usia Terlantar serta Kesetinkawanan Sosial
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menylapkan bahan penvusunan perumusan kebijakan Seksi Pemberdayaan
Kelembagaan Sosial Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta
Kesetiakawanan Sosial;

menylapkan bahan pelaksanaan kebijakan Seksi Pemberdayaan kelembagaan
Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Kesetiakawanan Sosial:
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d. menyiapkan bahan koordinasi seksi Pemberdayaan, Kelembagaan sosial
Penanganan Anak dan Lenjut Usia Terlantar serta Kesetiakawanan Sosial
dengan Unit/Instansi rerkait;

e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Penanganan Anak dan Lanjut Usia
Terlantar serta Kesetiakawanan Sosial;

f.  menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan
Seksi Pemberdayaan, Kelembagaan Penanganan Ansk dan Lanjut Usia
Terlantar serta Kesetinkawanan Sosial;

g.  membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan, Kelembagaan
Sosial Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Kesetiakawanan
Sosial;

h. melaksanakan penilaian  kinerja pegawai pada Seksi Pemberdayaan
Kelembagaan Sosial Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlentar serta
Kesetiakawanan Sosial sesuai tugas dan kewenangannya;

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas
Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Penanganan Anak dan Lanjut Usia
Terlantar serta Kesetiakawanan Sosial;

j.  melaporkan hasil kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial,
Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Kesetiakawanan Sosial
kepada Kepala Dinas; dap

k. melaksanskan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Perdagangan Orang dan Penyandang Disabilitas

mempunyai tugss :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Perdagangan
Orang dan Penyandang Disabilitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi
Tuna sosial, Perdugangen Orang dan Penyandang Disabilitas;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi Tuna sosial,
Perdagangan Orang dan Penyandang Disabilitas;

d. menyiapkan bahan kocrdinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dengan
Unit/Instansi terkait;

e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi
Rehabilitasi Tuna sosia], Ferdagangan Orang dan Penyandang Disabilitas,
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menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan
di bidang rehabilitasi Tuna sosial, Perdagangan Orang dan Penyandang
Disabilitas;

membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan vang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Tuna sosial,
Perdagangan Orang dan Penyandang Disabilitas;

melaksanzkan penilaian kinetja pegawai pada Seksi Rehabilitasi Tuna sosial,
Perdagangan Orang den Penyandang Disabilitas sesuai tugas dan
kewenangannya;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yvang berkaitan dengan
tugas Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Perdagangan Orang dan Penyandang
Disabilitas;

melaporkan hasil kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Soesial, Perdagangan Orang
dan Penyandang Disabilitas kepada kepala dinas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penanganan Fakir Miskin
Pasal 19

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

pembinaan tugas pemberdayasn dan rehabilitasi yang dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi :

£
b,

C.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di hidang Penanganan Fakir Miskin;
penylapan bahan pelaiksanaan kebijakan di bidang Penanganan Fakir Miskin;
penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
Penanganan Fakir Miskin;

penyiapan  bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Penanganan Fakir Miskin dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Fakir Miskin; dan

pelaksanaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.


















